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ABSTRACT 
 
Purposes  In general, this study aims to analyze the e-financial philosophy 
towards good governance. In particular, this study analyzes the 
concept of e-financial terminology; methods of the invention 
concept of e-finance; and the development of research on the 
concept of e-finance. 
Methods   The method used in this study is a qualitative approach. The main 
source for analyzing and evaluating the concept of e-Finance 
towards Good governance is the journals published on Google 
Scholar. 
Findings  The implementation of e-finance systems in the government must 
be supported by adequate Human Resources and public trust in the 
process. It can run well and smoothly related to hardware device 
support that helps smooth the e-finance system. 
Keywords  E-finance system, good governance. 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Mewujudkan good governance memerlukan perubahan yang cukup signifikan 
yang didasari dan memerlukan suatu sistem yang mampu memberdayakan 
daerah agar mampu berkompetisi, dan bukan hanya menjadi pemerintah daerah 
yang terus bergantung pada pemerintah pusat. Dalam mewujudkan suatu sistem 
tata kepemerintahan yang baik (good governance), perlu adanya perubahan di 
bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan 
informasi keuangan. Perubahan di bidang akuntansi harus didasari dengan suatu 
dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah yang 
dituangkan dalam aplikasi berbasis online (Langelo, Paul Elia Saerang, & Winylson 
Alexander, 2015). Kemajuan teknologi pada telekomunikasi dan teknologi 
informasi pada akhirnya menjadikan perubahan terhadap tatanan organisasi dan 
hubungan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini menimbulkan suatu perubahan 
dalam aktivitas kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor. Salah satunya 
sektor publik yang terjadi di dalam organisasi pemerintah (Gunawan, 2016).  
 
Kebijakan e-Keuangan adalah semangat untuk memerangi berbagai bentuk 
kecurangan dalam pemerintahan daerah. Tapi tidak mudah penerapannya karena 
berbagai faktor yang menghambat pelaksanaannya. tujuan dari kajian ini 
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bertujuan untuk mendeskripsikan serta berbagai faktor yang menjadi hambatan 
dalam implementasi e-Keuangan. Sementara itu beberapa keberhasilan 
pelaksanaan e-Keuangan menjadi tolak ukur bagaimana e-Keuangan berhasil 
menciptakan good governance (Khoirunnisak, Arishanti, & Dadeka Vebrianti, 
2017).  
 
e-Keuangan adalah manajemen keuangan berbasis aplikasi online yang dilakukan 
pemerintah dalam upaya untuk mencegah upaya korupsi sehingga menjadi 
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. e-Keuangan merupakan sistem 
penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer 
berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. 
Dalam sistem ini terdapat beberapa item untuk mendukung keberhasilan dari e-
Keuangan. Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh Organisasi 
Perangkat Daerah dimanapun lokasinya, dapat diakses pada saat pembahasan 
dengan dewan dan dapat diakses oleh masyarakat jika ingin mengetahui kinerja 
pemerintah dan juga sirkulasi keuangan daerah (Khoirunnisak, Arishanti, & 
Dadeka Vebrianti, 2017).  
 
Kasus korupsi dalam pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu alasan 
terciptanya e-Keuangan, sebab praktik korupsi menimbulkan kerugian negara 
yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan dibuatnya sistem e-
keuangan ini, pemerintah berharap dapat mempermudah Unit Kerja serta tim 
Anngaran Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan anggaran serta 
meningkatkan kualitas dari sisi alokasi belanja. Maka penerapan e-Keuangan 
dalam rangka mencapai good governance (Khoirunnisak, Arishanti, & Dadeka 
Vebrianti, 2017).  
 
Penerapan e-Keuangan dalam prakteknya tidak diimbangi dengan sumber daya 
manusia yang ada di pemerintah. oleh karena itu penerapan e-Keuangan di 
berbagai daerah belum diterapkan. Hal ini juga disebabkan karena pemerintah 
daerah belum mau terbuka dan transparan dalam proses penganggaran dan 
penyampaian laporan keuangan.  
 
Kesuksesan Penerapan e-keuangan Pemerintah dapat dijadikan acuan bagi 
pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Pengembangan dan perbaikan sistem, 
kualitas SDM, serta inovasi-inovasi harus terus ditingkatkan dalam mencapai good 
governance melalui e-Keuangan. Potensi menciptakan pemerintahan yang bersih 
melalui e-Keuangan dapat dibuktikan bagaimana pencapaian efisiensi biaya dan 
waktu, efektifitas kinerja, dan transparansi dalam implementasinya (Khoirunnisak, 
Arishanti, & Dadeka Vebrianti, 2017). 
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METODE 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian e Keuangan adalah metode penelitian 
kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang 
dapat diamati.  
 
Penelitian kualitatif umumnya dilakukan secara mendalam untuk memahami 
suatu permasalahan tertentu dalam suatu instansi. Apa yang terlihat dan 
termasuk yang tidak terlihat diselidiki di dalam penelitian kualitatif. Sumber data 
yang diambil dari laporan keuangan, data keuangan, penganggaran dan catatan 
laporan keuangan. Teknik analisis data yaitu mengenai teknik atau cara 
menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu 
dengan cara mengumpulkan , mempelajari, dan menyimpulkan data – data yang 
bukan dari angka – angka yang diperoleh dari jurnal – jurnal penelitian, dan 
dilakukan secara mendalam (Juliandi, irfan, & manurung, 2014). 
 
 
HASIL DAN DISKUSI  
 
Terminologi Konsep e-Keuangan  
 
e-Keuangan merupakan suatu sistem perencanaan dan pengendalian manajemen 
yang mencakup kegiatan perencanaan dan pengendalian. Hasil dari proses 
penganggaran (budgeting) ini disebut dengan anggaran (budget). Anggaran 
merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan 
dinyatakan dalam unit yang meliputi seluruh kegiatan Pemerintahan untuk jangka 
waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran tidaklah mutlak dalam suatu 
institusi. Namun suatu institusi yang semakin besar akan mengalami kesulitan 
dalam mengevaluasi kinerja bila tidak menyusun anggaran. Efisiensi dan 
produktivitas kerja pun kurang dapat dioptimalkan. Dengan kata lain, penyusunan 
anggaran dalam suatu institusi akan sangat membantu institusi tersebut dalam 
mencapai tujuannya (Zarnelly, 2017).  
 
e-Keuangan adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk 
aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan 
anggaran belanja daerah. Dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa item untuk 
mendukung keberhasilan diantaranya adalah : e-planing dan e-controlling. Sistem 
ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh instansi dimanapun lokasinya, 
dapat diakses pada saat pembahasan dengan dewan dan dapat diakses oleh 
masyarakat jika ingin mengetahui kinerja pemerintah dan juga sirkulasi keuangan 
daerah (Khoirunnisak, Arishanti, & Dadeka Vebrianti, 2017). 
 
e-Keuangan merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan 
anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses 
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penganggaran. Sistem e-Keuangan tersebut memberikan peranan yang penting 
dalam pembuatan anggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang 
diperlukan dalam proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara online dan 
dapat di akses dimana saja. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan 
kerja yang dapat memantau poses dalam penyusunan anggaran. Selain itu, 
prosedur dalam e-Keuangan juga dapat mengantisipasi potensi adanya mark-up 
dengan adanya sistem saling mengawasi (Gunawan, 2016). 
  
Keterbukaan informasi bagi masyarakat di era modern dengan menggunakan e-
Keuangan menjadi sangat penting peranannya bagi setiap orang. Bahkan 
beberapa orang menganggap hal itu sebagai kebutuhan dalam mencapai 
pengembangan sosial yang lebih baik dan merupakan salah satu karakteristik dari 
good governance dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia yaitu 
keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan informasi (Khoirunnisak, 
Arishanti, & Dadeka Vebrianti, 2017).  
 
 
Metode penemuan konsep e-Keuangan  
 
Metode yang digunakan dalam kajian e-Keuangan adalah metode penelitian 
deskriptif, yaitu dengan memaparkan beberapa kemungkinan untuk memecahkan 
masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau 
mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif 
analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta berdasarkan data 
annual report Pemerintah maupun informasi akurat diberbagai media dan riset 
terkait sebelumnya yang kemudian disusun analisis sesuai dengan tujuan akhir 
penulisan. Dalam kajian ini tidak hanya menguraikan fakta yang ada, melainkan 
juga memberikan pemahaman terhadapnya dan penjelasan secara rinci 
(Khoirunnisak, Arishanti, & Dadeka Vebrianti, 2017).  
 
Tahap pengumpulan data berkaitan dengan kegiatan seperti 1. Wawancara yaitu 
melakukan tatap muka langsung dengan sumber informasi untuk mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan secara langsung. 2. Observasi yaitu dengan melakukan 
pengamatan langsung pada instansi bagian perencanaan dan bagian keuangan 
agar mempermudah dalam menganalisis data untuk perancangan sistem. 3. Studi 
Pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang relevan 
yang berhubungan dengan sistem informasi e-Keuangan. 4 Data instansi yaitu 
berupa data-data seperti profil instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi 
serta masing-masing job description instansi (Zarnelly, 2017).  
 
 
Perkembangan konsep e-Keuangan  
 
Penelitian tentang e-Keuangan bertujuan untuk dapat mencapai good 
governance. Adapun konsep good governance merujuk pada gaya pemerintah 
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dimana batas diantara sector public dan sector privat menjadi kabur. Pengaburan 
ini sejalan dengan kebutuhan negara-negara modern untuk lebih melibatkan 
mekanisme politik dan pengakuan atas pentingnya isu-isu menyangkut perasaan 
dan empati dari publik untuk terlibat sehingga memberikan kesempatan bagi 
adanya mobilisasi baik secara social maupun politik.  
 
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun selalu 
mengalami perkembangan. Bisa dilihat sehari-hari dari penggunaan Informasi dan 
komunikasi ini tidak terbatas pada bidang perdagangan atau bisnis, melainkan 
juga dalam bidang pertahanan negara, bidang pendidikan, pemerintah negara, 
bidang sosial, dan masih banyak lagi tentunya. Penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi ini dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang 
menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam 
melakukan interaksi. Hal ini juga berlaku dan mengharuskan organisasi secara 
terus menerus melakukan pengembangan peningkatan serta perubahan. 
Perubahan yang dilakukan organisasi yang paling penting yaitu untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan oleh organisasi yakni peningkatan produktivitas, 
peningkatan pelayanan, peningkatan moral dan kapasitas anggota dan pelayanan 
publik yang dilakukan oleh pemerintah (Gunawan, 2016) 
 
Konsep governance ini kemudian berkembang menjadi good governance yang kita 
kenal sekarang dalam rangka membedakan antara yang baik dan yang buruk. 
Konsep good governance ini muncul karena beberapa tantangan di antaranya 
adalah : 1). Pemerintah diharapkan bersikap proaktif terhadap pelung-peluang 
ekonomi positif 2). Perubahan demografi dibanyak negara telah memberikan 
pengaruh yang besar terhadap pemerintahan baik sebagai pelayan publik maupun 
sebagai pemberi kerja 3). Sektor publik harus berhadapan dengan seperangkat 
harapan baru bagi masyarakat dimana masyarakat sekarang lebih berpendidikan 
dan lebih memiliki informasi 4). Harapan dari pegawai yang lebih optimis 5). 
Ketersedianya teknologi informasi dan komunkasi modern (Suprianto, 2014).  
 
Untuk mewujudkan suatu sistem pemerintah yang baik (good governance) yang 
merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk memenuhi aspirasi 
masyarakat dan mencapai tujuan suatu bangsa dan negara. e-Keuangan menuju 
good governance merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada 
pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pentingnya instansi untuk menerapkan teknologi aplikasi 
memiliki hasil yang bervariatif, bahwa keunggulan kompetitif dari teknologi 
aplikasi memberikan pengaruh positif pada kinerja dari suatu perusahaan. 
Sedangkan dalam sektor publik sendiri menjelaskan bahwa penggunaan informasi 
teknologi memberikan pengaruh pada pencapaian positif yang diterima oleh 
instansi yang menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Dalam sektor 
pemerintah, penerapan teknologi seperti e-Keuangan juga memberikan dampak 
yang positif pada peningkatan kinerja instansi. Tetapi tidak sepenuhnya 
penerapan teknologi akan berjalan dengan sukses, hal tersebut dikarenakan 
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kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam menggunakan teknologi 
pada zaman sekarang ini (Gunawan, 2016)  
 
Laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta 
menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP), dalam SAP menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan 
pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 
serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, 
realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua 
informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan 
pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah terhadap masyarakat sebagai 
sumber dana. Tujuan-tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah 
standar yang memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan 
minimum isi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, 
dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal tersebut disebabkan karena 
organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana 
publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan 
keuangan sebagai wujud akuntabilitas (Gunawan, 2016)  
 
 
Kemanfaatan konsep e-Keuangan  
 
Tujuan dari e-Keuangan merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk 
penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses 
penganggaran. Sistem e-Keuangan tersebut memberikan peranan yang penting 
dalam pembuatan anggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang 
diperlukan dalam proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara online dan 
dapat di akses dimana saja. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan 
kerja yang dapat memantau proses dalam penyusunan anggaran. Selain itu, 
prosedur dalam e-Keuangan juga dapat mengantisipasi potensi adanya 
kecurangan dengan adanya sistem saling mengawasi (Gunawan, 2016). 
 
Peran e-Keuangan dalam anggaran yang begitu besar dalam pelaksanaan 
kebijakan dan program pemerintahan, akan sangat beresiko jika dalam 
pelaksanaannya terjadi penyimpangan anggaran (korupsi). Selain itu pelaksanaan 
penganggaran juga dianggap kurang terbuka baik proses perencanaan program 
sampai dengan penganggaran di pemerintahan apabila masih menggunakan 
sistem manual. Dengan menggunakan sistem manual akan mengakibatkan 
Kurangnya kontrol masyarakat dikarenakan aksesibilitas dan keterbukaan 
informasi dalam proses penganggaran. Padahal dalam perwujudan good 
governance perlu adanya keterlibatan masyarakat. baik secara aktif maupun pasif 
(Sa’adah, 2015). 
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PENUTUP  
 
Berdasarkan proses pelaksanaan nya penerapan sistem e-Keuangan sudah 
berhasil menjalankan upayanya dalam melaksanakan prosedur operasional 
standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Peran anggaran yang begitu besar 
dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan, akan sangat beresiko 
jika dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan anggaran atau korupsi. Selain itu 
pelaksanaan penganggaran dianggap sudah terbuka baik proses perencanaan 
program sampai dengan penganggaran di pemerintahan. Dengan adanya kontrol 
dari masyarakat, diharapkan mampu memberikan aksesibilitas dan keterbukaan 
informasi dalam proses penganggaran. Sehingga terciptalah peran masyarakat 
untuk turut ikut serta dalam penyusunan program kegiatan pemerintah. 
Penerapan e-Keuangan yang melatarbelakangi adanya akuntabilitas sistem 
anggaran melalui sistem elektronik di pemerintahan. Penganggaran yang sudah 
menggunakan sistem aplikasi dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. 
Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui proses dan informasi terkait 
tentang proses dan hasil dari penganggaran. Sehingga dapat menimbulkan tingkat 
kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan terkait tentang anggaran. Untuk 
meminimalisir masalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan 
adanya kontrol pengawasan kepada pemerintah tentang penganggaran maka 
pemerintahan melakukan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi 
melalui sistem elektronik. Berkaitan dengan adanya keterbukaan informasi 
tentang penganggaran maka pemerintahan melaksanakan koordinasi dan 
kerjasama antar Instansi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi 
anggaran. Tercapainya penerapan sistem e-Keuangan di pemerintahan harus 
didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai serta kepercayaan 
masyarakat akan prosesnya. Hal tersebut dapat berjalan baik dan lancar terkait 
dukungan perangkat hardware yang membantu proses kelancaram sistem e-
Keuangan.  
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